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Prinsip-Prinsip Penegakkan Hukum

Dan Penyandang Disabilitas

Pada hakekatnya tujuan didirikannya suatu negara diantaranya guna melindungi hak-
hak warga negaranya. Hak yang paling asasi/mendasar dari warga masyarakat dinamakan
Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusuia ini dimiliki oleh setiap manusia, termasuk

penyuandang disabilitas.

Konsep hak asasi manusia ini pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi konsep yang
universalis dan partikularis. Perbedaan kedua konsep tersebut lebih pada persoalan
pemahaman tata nilai yang dianut oleh masing-masing suku bangsa yang sifanya turun

temurun.

Pemenuhan atas hak asasi manusia ini menjadi tanggungjawab negara, sebagaimana
diamanatkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016. Dalam kaitannya dengan tugas
negara ini, aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip peradilan, baik

yang bersifat kepidanaan maupun yang bersifat keperdataan.

Berikut ini beberapa hal yang relevan dengan tugas-tugas sebagai aparat penegak hukum

di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016.

Di dalam Pasal 7 UU no 8 tahun 2016 dinyatakan :

Pasal 7 Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari

pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 8 Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:



a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta

Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;

b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

c. Penghormatan rumah dan keluarga;

d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan

e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, suratmenyurat, dan bentuk komunikasi pribadi

lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Pasal 9 Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

b. diakui sebagai subjek hukum;

c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya

dalam urusan keuangan;

e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau

perampasan atau pengambilalihan hak milik;

h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di

dalam dan di luar pengadilan; dan



i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 26 Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk

Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan

bernegara tanpa rasa takut; dan

b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan

seksual.

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak
Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama

dengan lainnya.

Pasal 29 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada
Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum
dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 30 (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta

pertimbangan atau saran dari:

a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;

b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau



c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. (2) Dalam hal pertimbangan atau saran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka

dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 31 Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang
disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau

penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 32 Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan

pengadilan negeri.

Pasal 33

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui
permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan
yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau

psikiater.

(3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili
kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan

negeri.

(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili

kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada



bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib

mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 34

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.

(2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas
atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog,
dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil

keputusan.

Pasal 35 Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 36

(1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang

Disabilitas dalam proses peradilan.

(2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses

peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 (1) Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit

Layanan Disabilitas

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:



a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6

(enam) bulan;

b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat— obatan yang melekat pada Penyandang

Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan

c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Pasal 38 Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam

layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

Dalam kaitannya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perlu diperhatikan juga

Pasal 22 mengenai Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;

b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan

c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas
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